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ABSTRAK

Pada adat ranau menggunakan sistem kewarisan mayorat laki-
laki yaitu lebih mengutamakan anak laki-laki tertua dari pada anak
perempuan, Kkarena anak laki-laki tertua penerus keturunan
bapaknya,menurut adat ranau anak laki-laki yang bisa mengatur harta
warisan dan membiayai kehidupan/pendidikan dari adik-adiknya
sampai selesai, anak perempuan tidak mendapatkan warisan karena
menurut adat ranau anak perempuan ini akan mengikuti suaminya dan
suaminya yang berhak membiayai hidupnya. Jika dalam keluarga
tidak mempunyai anak laki-laki maka menantu laki-laki dari anak
tertua akan diangkat menjadi anak dan mendapat ahli waris dalam
keluarga tersebut yang dinamakan ‘semanda’, anak perempuan
mendapatkan harta dari orang tua jika anak perempuan dan suaminya
belum mapan, harta tersebut tidak dinamakan harta warisan tetapi
pengahut ”pemberian kasih sayang”.

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat permasalahan
dalam skripsi ini yaitu: Bagaimana sistem pembagian harta warisan
menurut kewarisan adat  masyarakat Ranau?, dan bagaimana
pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan
dalam adat kewarisan masyarakat Ranau?.

Jenis penelitan ini adalah penelitian lapangan (field research).
Sumber data: primer dikumpulkan melalui interview, observasi,
maupun dokumen, dan sekunder dikumpulkan melalui dokumen-
dokumen resmi, buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan karya ilmiah
yang berhubungan dengan objek penelitian.

Berdasarkan hasil penelitian dalam skripsi ini dapat ditarik
kesimpulan bahwa, masyarakat Desa Sukamarga masih menerapkan
sistem pembagian waris adat Ranau. Dimana anak tertua laki-laki
ditunjuk menjadi ahli waris dan anak perempuan tidak mendapatkan
harta warisan. Dan Adapun menurut pandangan hukum Islam terhadap
pelaksanaan pembagian harta waris menurut adat Desa Sukamarga
Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan
Komering Ulu Selatan, tidak sesuai dengan hukum Islam karena tidak



sesuai dengan fara’idnya, di dalam hukum Islam seluruh ahli waris
mendapatkan bagian yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam,
sedangkan pembagian harta warisan di dalam adat Ranau hanya anak
laki-laki yang mendapatkan harta warisan itu. Dari sisi kemaslahatan
adat Ranau mempunyai tujuan memberikan amanah kepada anak laki-
laki tertua untuk mengelola harta warisan untuk bisa menafkahi
saudara kandungnya.
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“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula)
dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau
banyaknya menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

(QS. An-Nisa [4]: 7).
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Untuk memahami maksud judul skripsi ini dan

menghindari kesalah pahaman, maka perlu adanya pemaparan
secara singkat mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul
skripsi, skripsi ini berjudul, TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP KEWARISAN ADAT RANAU (studi kasus di
Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan). Adapun istilah-istilah
yang perlu dijelaskan untuk menghindari keracuan dalam
memahami judul Skripsi ini:

1.

Hukum Islam adalah sistem kaidah-kaidah yang didasakan
pada wahyu Allah SWT dan Sunnah Rasul mengenai tingkah
laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban)
yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua
pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah
dilakukan oleh Rasul untuk melaksanakan secara total. Syariat
menurut istilah berarti hukum-hukum yang diperintahkan Allah
Swt untuk umatnya yang dibawa oleh seorang nabi, baik yang
berhubugan dengan kepercayaan (agidah) maupun yang
berhubungan dengan amaliyah.*

Kewarisan merupakan proses berpindahnya kepemilikan dari
seseorang sebagai akibat dari kematian. Kepemilikan yang
dimaksud adalah kepemilikan terhadap harta bergerak
maupuun harta tidak bergerak serta hak-hak yang belum
berwujud harta dan masih  dapat  dipindahkan
kepemilikannya kepada generasi berikutnya yang masih
hidup.?

2017.

! Jurnal llmiah Universitas Batanghari Jambi vol.17 No.2 Tahun

2 Dr. Maimun Nawawi, M.H.1., Pengantar Hukum Kewarisan Islam,

(Surabaya: Pustaka Radja, 2016), 4.
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3. Adat adalah gagsan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai
budaya,norma kebiasaan, kelembagaan.3
Berdasarkan pengertian diatas, dapat dipahami bahwa
judul dari Skripsi ini adalah Bagaimana pandangan hukum Islam
terhadap Kewarisan Adat Ranau didesa sukamarga kecamatan
Buay Pematang Ribu Ranau tengah.

B. Latar Belakang Masalah

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum
yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya
timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian
seseorang,diantaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan
kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang
meninggal dunia.* Penyelesaian hak-hak dan kewajiban —
kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh
hukum waris.

Hukum waris merupakan salah satu dari bagian dari
hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil
dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan
ruang lingkup kehidupan manusia.’

Dalam pengertian hukum “waris” sampai saat ini baik
para ahli hukum Indonesia maupun dalam hukum kepustakaan
ilmu hukum Indonesia, belum terdapat keseragaman pengertian,
sehingga istilah untuk hukum waris beraneka ragam. Misalnya
saja. Wirjono Prodjodokoro, mengunakan istilah ‘“hukum

3

warisan”. Hazairin, menggunakan istilah “hukum kewarisan”.
Dan soeppomo menyebutnya dengan istilah “hukum waris”.
Menurut pakar hukum Indonesia, Prof. Dr. Wirjono
Prodjodikoro, hukum waris diartikan sebagai hukum yang
mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah

® Amir Syarifudun, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana,
2004), 4.

* H.Eman Spratman, Hukum Waris Indonesia Dalam Perspektif
Islam, Adat Dan BW (bandung: PT rafika aditama, 2011) 1.

® Maman Supratman, Hukum Waris Perdata, (jakarta: sinar grafika,
2015), 7.



3

pewaris meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta
kekayaan itu kepada orang lain atau ahli waris.®

Pada dasarnya anak laki-laki menerima bagian yang lebih
besar daripada anak perempuan. Hal ini merujuk pada pasal 176
Kompilasi Hukum Islam,bahwa:

“Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat
separuh bagian, bila dua orang atau lebih mereka mendapat dua
pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama
dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua
berbanding satu dengan anak perempuan”.’

Hukum waris adat banyak dipengaruhi oleh struktur
kemasyarakatan atau kekerabatan. Di Indonesia hukum waris
mengenal beberapa macam sistem pewarisan. Hukum waris adat
di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip garis keturunan yang
berlaku pada masyarakat yang bersangkutan, yang merupakan
prinsip patrilineal murni, patrilineal beralih-alih, matrilineal
ataupun bilateral ada pula prinsip unilateral berganda atau
prinsip-prinsip garis keturunan terutama berpengaruh terhadap
penetapan ahli waris maupun bagian harta peninggalan yang
diwariskan (baik yang materil maupun immateril).?

Kesadaran hukum nasional yang menyangkut hukum
waris adat adalah pada tempatnya. apabila hak-hak kebendaan
(warisan) tidak lagi dibedakan antara hak pria dan hak wanita.
Setidaknya antara pria dan wanita diperlukan azas persamaan
hak.? Apabila kita bicara tentang hukum waris adat,berarti yang
diuraikan dan dibahas berkisar pada hukum waris adat indoneasia
yang tidak tertulis dalam bentuk perundang undangan dan tidak
terlepas dari unsur-unsur ajaran agama, terutama hukum adat
mengenai kewarisan yang berlaku turun-temurun dari zaman
dahulu.

® Ibid, 7.

" Pasal 176 dalam Kompilasi Hukum Islam.

8 Sujono Soekanto, Hukum Adat Indonesia, ( Jakarta: raja grafindo,
2012), 260.

° Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung: citra aditya
bakti, 1993), 1.



Hukum adat waris mengenal adanya 3 sistem-sistem
kewarisan yaitu: Sistem kewarisan Individual, Sistem kewarisan
kolektif, dan sistem kewarisan mayorat. Keanekaragaman nilai-
nilai adat dan budaya yang ditinggalkan leluhur bangsa Indonesia
menyebabkan beragamnya hukum adat yang berlaku di Indonesia
khususnya dalam bidang pembagian harta waris.”® Seperti
pembagian harta waris yang diterapkan oleh masyarakat Ranau
kabupaten oku selatan yang masih menganut sistem kewarisan
mayorat dimana anak laki-laki mendapatkan semua harta
warisan.

Didalam norma hukum pada Al-Quran didalam surah An-
Nisa ayat 12 yang menentukan bagian ahli waris istri mendapat
(1/4) bagian warisan jika pewaris tidak meninggalkan anak, dan
bila pewaris meninggalkan anak maka mendapat (1/8) bagian
yang diterima (ahli waris). Apabila dikaitkan dengan istri yang
ikut serta bekerja mencari penghasilan membantu suami dalam
memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga sebagai ketentuan yang
bersifat diskriminatif dan tidak adil. Jika dikaji secara mendalam
dan menyeluruh dalam satu sistem keluarga Islam. Yaitu hukum
waris yang merupakan bagian dari hukum keluarga dan tidak
dapat dipisahkan dengan hukum perkawinan, maka keadilan
justru akan terlihat karena ketentuan perolehan warisan istri
mendapat seperempat (1/4) bagian warisan jika pewaris tidak
meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka
mendapat seperdelapan (1/8) bagian yang diterimanya tersebut
dalam kaitannya dengan hukum perkawinan yang menentukann
kewajiban seorang pria sebagai suami untuk menanggung beban
ekonomi didalam keluarga. Sedangkan wanita sebagai istri tidak
mempunyai kewajiban yang demikian.

Kaum pria adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh
karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (pria) atas
sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka (pria) atas
sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (pria) telah

10 1hid, 261.
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menafkahkan sebagian dari harta mereka (untuk membiayai
kehidupan keluarganya).™

Pada masyarakat Ranau yang terletak di kabupaten oku
selatan provinsi sumatera selatan masih menganut sistem
kewarisan dimana warisannya diberikan pada anak laki-laki
tertua, meskipun Ranau masuk ke provinsi sumatra selatan
namun masyarakat tidak banyak menggunakan warisan adat
sumatera selatan dimana ahli waris jatuh kepada anak perempuan
melainkan masyarkat menggunakan adat tersendiri.

Masyarakat Ranau pada dasarnya menganut sistem
kewarisan mayorat yang seluruh harta warisan jatuh ke anak laki-
laki, mengutamakan anak laki-laki dari pada perempuan karena
anak laki-laki tertua penerus keturunan orang tua, dan jika anak
tertua laki-laki itu mempunyai adik yang masih sekolah dan
belum menikah maka wajib bagi anak laki-laki tertua itu
menafkahi dan menanggung biaya hidup sampai selesai
pendidikan dan menikah. Sedangkan anak perempuan tidak
mendapatkan harta warisan karena anak perempuan akan
mengikuti suaminya dan suaminya yang berhak membiayai
hidupnya.

Jika dalam keluarga tidak mempunyai anak laki-laki
maka menantu dari anak perempuan tertua akan diangkat menjadi
anak dan mendapat ahli waris dalam keluarga tersebut, laki-laki
tersebut dinamakan “semanda”. Begitu kuatnya kedudukan anak
laki-laki dalam keluarga sehingga jika tidak mempunyai anak
laki-laki dikatakan sama dengan tidak mempunyai keturunan atau
putus keturunan atas putus kewarisan maka dari itu hak waris
turun kepada menantu dari anak perempuan tertua jika dalam
keluarga tidak memiliki anak laki-laki. Dan siapa saja yang
mendapatkan warisan dalam adat ranau maka berhak membiayai
adek-adeknya sampai selesai.

Berangkat dari fenomena-fenomena diatas maka penulis
ingin mengetahui lebih lanjut tentang pembagian waris Adat
Ranau, maka dari itu penulis mengangkat judul penelitian yaitu:
“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Adat Ranau

1 Al-Quran dan Terjemahannya, (Semarang, Asy-Syifa, 1998).



(Studi Kasus di Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang
Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu).”

Fokus Dan Sub-fokus Penelitian
Dalam sebuah penelitian yang bertujuan untuk mencari
sesuatu hal baru, peneliti akan terlebih dahulu membuat fokus
penelitian pada suatu objek yang akan diteliti.setelah fokus
penelitian ditentukan, maka selanjutnya akan ditetapkan sudut
tinjauan dari fokus tersebut sebagai sub-fokus penelitian.
Berdasarkan latar masalah diatas, maka fokus penelitian adalah
Tinjauan hukum Islam terhadap pembagian Kewarisan adat
Ranau. Fokus penelitian tersebut dijabarkan menjadi beberapa
sub-fokus sebagai berikut:
1. Sistem pembagian harta warisan menurut kewarisan adat
masyarakat Ranau.
2. Hukum Islam terhadap sistem pembagian harta warisan
dalam adat kewarisan masyarakat Ranau.

Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas,maka dapat
dirumuskan beberapa pokok permasalahan yang selanjutnya akan
menjadi objek pembahasan. Adapun rumusan masalahnya adalah
sebagai berikut:
1. Bagaimana sistem pembagian harta warisan menurut
kewarisan adat masyarakat Ranau?
2. Pandangan hukum Islam terhadap sistem pembagian harta
warisan dalam adat kewarisan masyarakat Ranau?

Tujuan Penelitian
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dapat
diketahui bahwa penelitian ini bertujuan untuk menjawab
beberapa permasalahan diatas sebagai berikut :
1. Untuk mengetahui sistem pembagian harta warisan menurut
kewarisan adat masyarakat Ranau.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap sistem
pembagian harta warisan dalam adat kewarisan masyarakat
Ranau.



Manfaat penelitian

Hal terpenting dari penelitian adalah kemanfaatan yang

dapat dirasakan atau diterapkan setelah diketahui hasil
penelitian, Adapun kegunaan dan manfaat dari peneliti ini adalah
sebagai berikut:

1.

Secara teoritis,diharapkan hasil penelitian ini berguna
sebagai kontribusi dalam rangka memperkaya ilmu
pengetahuan, dan dapat menjadi baha refrensi ataupun bahan
diskusi bagi para mahasiswa fakultas syariah, maupun
masyarakat serta berguna bagi perkembangan ilmu
pengetahuan khususnya berkaitan dengan pembagian waris.
Secara praktis, Penelitian ini diharapkan juga dapat
bermanfaat bagi masyarakat Ranau kecamatan  Buay
Pematang Ribu Ranau tengah dan masyarakat lain pada
umumnya dalam menyelesaikan permasalahan yang
berkaitan pembagian waris secara adat, agar dapat
mengetahui pelaksanaan dan penetapan yang baik dan benar
untuk menghindari konflik di awal maupun di kemudian
hari.

Kajian Peneliti Terdapat yang Relevan

Untuk penelitian terhadap permasalahan yang penulis

kemukakan sebelumnya sudah ada skripsi yang membahas
mengenai skripsi ini, namun pokok pembahasannya berbeda dari
apa yang penulis teliti, diantaranya yaitu:

1.

Skripsi Meilan Fordana, NIM: B1A009129 mahasiswi
Universitas Bengkulu dengan judul skripsi “ Pembagian
Waris menurut Hukum Adat Lampung Saibatin Ditinjau
Dari Hukum Islam Dikecamatan Pagelaran Kabupaten
Peringsewu Provinsi Lampung”.

Permasalahan: (a). Bagaimana proses pembagian
harta warisan menurut hukum adat Lampung saibatin
dikecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu Provinsi
Lampung. (b). Apakah pembagian harta warisa pada
masyarkat adat lampung saibatin bertentangan dengan
hukum islam.



Temuan atau Kesimpulan: (a). Proses pembagian

harta warisan pada masyarakat adat Lampung Saibatin
dilakukan dengan cara musyawarah dan mufakat guna
mempertahankan kerukunan dan kekeluargaan. Yang berhak
menjadi ahli waris menurut hukum adat lampung adalah
anak laki-laki tertua. (b). Pembagian harta waris menurut
adat lampung Saibatin bertentangan dengan Hukum Islam
karena dalam hukum waris adat Lampung saibatin menganut
sistem kewaarisan patrilineal, jadi hanya anak laki-laki
tertua yang mendapatkan harta warisan hal ini bertentangan
dengan hukum Islam yang mengatur pembagian waris semua
ahli waris bapak, ibu, saudara, istri, dan anak.
Skripsi Rosmelia, NIM: B4B006217 Mahasiswi Universitas
Diponegoro Semarang dengan judul skripsi “Sistem
Pewarisan Pada Masyarakat Lampung Pesisir Yang Tidak
Mempunyai Anak Laki-laki”.

Permasalahan: (a). Bagaimana sistem pewaris pada
keluarga yang tidak mempunyai anak laki-laki sebagai
penerus keturunan di Lampung Pesisir dan. (b). Bagaimana
penyesuaian sengketa apabila terjadi perselisihan dalam
pembagian harta warisan pada masyarakat adat Lampung
Pesisir.

Temuan atau kesimpulan: (a). Bahwa jika dalam
suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, agar tidak
putus keturunan maka pihak perempuan melakukan
pengangkatan anak laki-laki yang disahkan dalam upacara
adat pemberian gelar, Istilah Lampung pesisir adalah “Anak
Mentuha”. Kemudian anak perempuan melakukan
perkawinan semanda dengan mengambil laki-laki (ngakuk
ragah) yaitu anak mentuha. (b). Apabila terjadi perselisihan
dalam pembagian harta warisan pada masyarakat adat
Lampung pesisir maka dalam penyelesaian masalahnya
masyarakat adat selalu mencari jala keluar dengan cara
kekluargaan dan musyawarah mufakat, apabila masih belum
maka keluarga memeinta peradilan adat untuk memecahkan
masalah yang pada akhirnya selalu menghasilkan keputusan-
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keputusan yang dihormati seluruh warganya karena peranan
punyimbang berpengaruh besar bagi masyarakat adat
setempat.

H. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah
metode kualitatif dengan pendekatan induktif. Alasannya karena
metode kualitatif dengan pendekatan induktif lebih relevan dalam
mengolah dataya. Penulis nantinya akan menggunakan metode
penelitian secara deskriptif yang memberikan gambaran tentang
pembagian waris sai batin yang dilakukan masyarakat Ranau.
Sedangkan untuk mewujudkan gambaran penelitian yag baik,
maka dibutuhkan serangkaian langkah-langkah sistematis.
Adapun langkah-langkah tersebut sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian
Menurut jenisnya, penelitian ini termasuk
penelitian lapangan (field research),yaitu penelitian yang
langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.®?
Penelitian ini pada hakikatnya merupakan metode untuk
menemukan secara spesifik dan realistis tentang apa yang
sedang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Selain
penelitian  lapangan, dalam penelitian ini  juga
menggunakan penelitian pustaka (library research),
sebagai pendukung dalam melakukan penelitian baik
berupa buku, catatan, maupun laporan hasil penelitian
terdahulu dilakukan.™
b. Sifat Penelitian
Penelitian ini termasuk kedalam jenis penelitian
lapangan,data yang diperoleh kemudian, akan dianalisa
deskriptif dengan analisa kualitatif yaitu dalam penelitian

2 susiadi AS, Metode Penellitian (Bandar Lampung: Fakultas
Syari’ah IAIN Raden Intan Lampung,2014), 9.
" Ibid, 11.
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ini akan dideskripsikan tentang Tinjauan Hukum Islam
Terhadap Pembagian Kewarisan Adat Ranau.
2. Sumber Data
Data adalah koleksi fakta-fakta atau nilai numerik
(angka) sedangkan sumber data adalah subjek dari mana
data dapat diperoleh.** Sumber data yang digunakan dalam
penelitian ini adalah sebagai berikut.
a. Data primer
Data yang diperoleh langsung dari informan
dengan memakai teknik pengumpulan data berupa
interview (wawancara). Informan adalah orang-orang
yang betul paham atau pelaku yang terlibat langsung
dengan permasalahan penelitian. Informan yang dipilih
adalah yang dianggap relevan dalam memberikan
informasi. Untuk memperoleh data yang akurat terkait
penelitian tentang Tinjauan Hukum Islam Terhadap
Pembagian Kewarisan Adat Ranau.
b. Data sekunder
Data yang diperoleh dari dokumen-dokumen,
catatan-catatan, arsip-arsip, materi-materi, serta literature
lainnya yang relevan dalam melengkapi data primer
penelitian.
3. Populasi dan Sampel
a. Populasi
Populasi adalah totalitas dari semua objek atau
individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan
lengkap objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi
dapat berupa orang, lembaga, media dan sebagainya
adapun yang menjadi populasi ini adalah 800 masyarakat
yang ada di Desa Sukamarga kecamatan Buay Pematang
Ribu Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu
Selatan.

14 Suharsimi Arikuanto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan
Praktek, Edisi Revisi 1V, (Jakarta: Rineka Cipta,1998), 114.
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Sampel

Sampel adalah bagian terkecil dari populasi yang
dijadikan objek penelitian. Bila populasi besar, dan
peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada
populasi, misalnya di karenakan keterbatasan dana,
tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan
sampel yang diambil dari populasi. Sampel yang
digunakan adalah purposive sampling, penentuan sampel
dengan teknik ini memiliki pertimbangan khusus
sehingga layak untuk dijadikan sampel. Purposive
sampling adalah teknik penentuam sampel dengan
menentukan sendiri sampel yang akan diambil karena ada
pertimbangan tertentu, jadi sampel tidak diambil secara
acak tetapi ditentukan sendiri oleh peneliti. Adapun yang
dijadikan sampel dalam penelitian ini adalah 6 penerima
waris/anak tertua laki-laki. Untuk memperkuat data
primer maka penulis mewawancarai narasumber yaitu 6
tokoh adat, dan 1 tokoh agama.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan dalam

penelitian adalah sebagai berikut:

a.

Wawancara Vaitu teknik pengumpulan data dimana
peneliti secara langsung mengadakan tanya jawab dengan
narasumber.

. Dokumentasi adalah teknik data yang tidak langsung

ditunjukan pada subyek peneliti, namun dokumen yang
digunakan dapat berupa buku harian, laporan notulen
rapat yang ada dengan hubungannya dengan penelitian.
Penelusuran data online yaitu data diperoleh dengan
mengakses internet untuk mencari sumber datayang
berhubungan dengan penelitian yang akan dilaksanakan.

. Observasi yaitu salah satu kegiatan ilmiah empiris yang

mendasarkan fakta-fakta lapangan maupun teks, melalui
pengalaman panca indra tanpa menggunakan manupulasi
apapun . tujuan observasi adalah deskripsi, pada
penelitian kualitatif melahirkan teori dan hipotesis, atau
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pada penelitian kuantitatif digunakan untuk menguji
teori dan hipotetsis.

Metode Pengolahan Data

Pengolahan data dapat berarti menimbang,
menyaring, mengatur, serta mengklarifikasi, dalam
menimbang dan menyaring data, benar-benar memilih secara
hati-hati data yang relevan dan tepat serta berkaitan dengan
masalah  yang diteliti  sementara mengatur dan
mengklarifikasi  dilakukan  dengan  menggolongkan,
menyusun menurut aturan tertentu. Yang berfungsi untuk
mengolah data-data yang telah dikumpulkan, penulisan
menggunakan tahapan-tahapan sebagai berikut:

a. Pemeriksaan Data yaitu mengoreksi apakah data yang
terkumpul sudah cukup lengkap dan sudah benar atau
sesuai dengan masalah.

b. Klarifikasi adalah penggolongan data-data sesuai dengan
jenis dan penggolongannya setelah diadakan pengecekan
data

c. Interprestasi yaitu memberikan penafsiran terhadap hasil
untuk menganalisis dan menarik kesimpulan dari data.

d. sistemating yaitu melakukan pengecekan terhadap data-
data dan bahan-bahan yang telah diperoleh secara
sistematis yang terarah dan berurutan sesuai dengan
klarifikasi data yang diperoleh.

Metode Analisa Data

Data yang telah dikumpulkan dan diolah secara
sistematis, maka selanjutnya diadakan teknik menganalisa
data yang dilakukan dengan cara analisa kualitatif, yang
berarti upaya sistematis dalam penelitian yang bersifat
pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran yang
lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat
tertentu atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam
masyarakat termasuk di dalamnya adalah kaidah dan teknik
untuk memuaskan keingintahuan peneliti pada suatu gejala
yuridis dan cara untuk menemukan kebenaran dalam
menganalisis data untuk memperoleh pengetahuan.



13

Sistematika Pembahasan

Agar pembahasan skripsi ini  mudah dipahami dan
sistematis, penyusun mengelompokan skripsi kedalam beberapa
bab:

Bab 1, (Pendahuluan) yanng terdiri dari penegasan
judul,latar belakang masalah, Fokus dan Sub Fokus, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, Kajian peneliti
terdahulu yang relevan, metode penelitian dan sistematika
pembahasan.

Bab IlI, (Landasan Teori ) dalam bab ini terdapat
beberapa hal yang perlu dijelaskan yaitu: Hukum Kewarisan
Islam yang berisi tentang pengertian hukum waris, dasar hukum
waris Islam, asas-asas hukum kewarisan Islam, sistem pembagian
hukum waris dalam Islam, tujuan hukum kewarisan Islam;
Hukum Waris Adat di Indonesia berisi tentang sistem kewarisan
adat, bentuk adat dan kekeluargaan di Indonesia, ahli waris dalam
hukum adat, objek hukum waris.

Bab 1ll, (Deskripsi Objek Peneliti) dalam bab ini
menjelaskan tentang metode penelitian yang digunakan,
melitiputi lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, jenis
dan sumber data,prosedur pengumpulan data, analisis data dan
tahap-tahap penelitian yang bertujuan untuk mempermudah
dalam penelitian.

Bab IV (Analisis Penelitian) merupakan inti dari
penelitian, karena dalam bab ini akan diuraikan data-data yang
telah diperoleh dari hasil kegiatan penelitian serta pembahasan
hasil penelitian dilapangan.

Bab V (Penutup) bab ini merupakan penutup dari semua rangkaian
penelitian, yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan
sebelumnya dan diakhiri dengan saran-saran. Kesimpulan ini berupa
jawaban singkat atas rumusan masalah yang telah diuraikan.



BAB 11
LANDASAN TEORI

A. Hukum Kewarisan Islam

1.

Pengertian Hukum Kewarisan Islam

Hukum Kewarisan Islam atau yang dalam kitab-kitab
fikih biasa disebut faraid adalah hukum kewarisan yang
diikuti oleh umat Islam dalam usaha mereka menyelesaikan
pembagian harta peninggalan keluarga yang meninggal dunia.
Di beberapa negara berpenduduk mayoritas beragama Islam,
faraid telah menjadi hukum positif, meskipun di Indonesia
hanya berlaku untuk warga negara yang beragama Islam, tidak
berlaku secara nasional. Namun di beberapa negara, hukum
tersebut telah menjadi hukum nasional seperti yang berlaku di
Saudi Arabia.Dalam literatur figh Islam, kewarisan (al-
mawarits kata tunggalnya al-mirats) lazim juga disebut
denganfara “idh, yaitu jamak dari kata faridhah diambil dari
kata fardh yang bermakna “ketentuan atau takdir”. Al-fardh
dalam terminologi syar*i ialah bagian yang telah ditentukan
untuk ahli waris.

Secara etimologi, menurut Muhammad Ali Ash-
Shabuni, waris (al-mirats), dalam bahasa Arab adalah bentuk
mashdar (infinitif dari kata waritsa-yaritsu irtsan-miratsan.
Maknanya menurut bahasa ialah berpindahnya sesuatu dari
seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada
kaum lain.? Kata “wants” berasal dari bahasa Arab mirats.
Bentuk jamaknya adalah mawaris, yang berarti harta
peninggalan orangmeninggal yang akan dibagikan kepada ahli
warisnya.’?

Iskamiyy
Pembagi

! Muhammad Ali Ash-Sahabuni, Al-mawaris Fisy Syari’atil
ah ‘Ala Dhau °‘Al-Kitab wa Sunnah. Terj. A.M. Basalamah,
an Waris Menurut Islam, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

2 Muhammad Ali Ash-Shabuni, Pembagian Waris Menurut Islam,

Terj. Basalamah, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), 33.

2004), 4.

® Amir Syarifudin, Hukum Kewarisan Islam, (Jakarta: Kencana,

14
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Secara terminologi terdapat beberapa perumusan,
misalnya menurut Ali Ash-Shabuni ialah berpindahnya hak
kepemilikan dari orang yang meninggal kepada ahli warishya
yang masih hidup, baik yang ditinggalkan itu berupa harta
(uang), tanah atau apa saja yang berupa hak milik legal secara
syar*i.* Menurut Wahbah al-Zuhaeli sebagaimana dikutip oleh
Athoilah, waris atau warisan (mirats) sama dengan makna
tirkah yaitu segala sesuatu yang ditinggalkan oleh seseorang
sesudah wafat, baik berupa harta maupun hak-hak yang
bersifat materi dan nonmateri.” Hukum kewarisan Islam
adalah hukum yang mengatur segala yang berkenaan dengan
peralihan hak dan kewajiban atas harta kekayaan seseorang
setelah ia meninggal dunia kepada ahli warisnya.® Dari
batasan tersebut dapat diperoleh ketentuan bahwa menurut
hukum Islam, kewarisan baru terjadi setelah pewaris
meninggal dunia. Dengan demikian, pengoperan harta
kekayaan kepada yang termasuk ahli waris pada waktu
pewaris masih hidup tidak dipandang sebagai kewarisan.
Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak
menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya
yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan
tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam figih
mawaris, ahli waris semacam ini disebut Zawil al-arham.
Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah,
karena hubungan perkawinan, dan karena akibat
memerdekakan hamba.

b. Mawarrits, ialah orang yang diwarisi harta benda
peninggalan. Yaitu orang yang meninggal baik itu
meninggal secara hakiki, secara taqdiri (perkiraan), atau
melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang

* Dian Khairul umam, Figih Mawaris, (Bandung: Pustaka Setia,

2006), 21.

> Ibid, 24.
® Athoilah, Figih Waris metode pembagian Waris Praktis,

(Bandung: Yrama Widya, 2013), 2.
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(al-mafqud), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui
pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu
hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia
melalui keputusan hakim.

c. Al-Irts, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli
waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan
jenazah (tajhiz al-janazah), pelunasan utang, serta
pelaksanaan wasiat.

d. Waratsah, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli
waris. Ini berada dengan harta pusaka yang dibeberapa
daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi
milik kolektif semua ahli waris.

e. Tirkah, ialah semua harta peninggalan orang yang
meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan
pemeliharaan zenazah,pelunasan utang, dan pelaksanaan
wasiat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika
masih hidup.’

2. Dasar Hukum Kewarisan Islam

Pada dasarnya Hukum kewarisan itu bersumber pada
beberapa ayat Al-Quran dan hadist Rasulullah yang terdiri
dari ucapan, perbuatan dan hal-hal yang telah ditentukan
Rasulillah. Baik didalam Al-Quran maupun Hadist-Hadist
Rasulullah didalam hukum kewarisan itu sudah secara tegas
mengatur dan juga ada yang secara tersirat bahkan juga ada
yang hanya berisikan pokok-pokoknya saja.

Adapun yang bersumber dari Al-Quran yaitu surat
An-Nisa [4]: 7-9, 11,12 | 176, tentang harta pusaka dan
pewarisnya yaitu dalam surah An-Nisa [4]: 33, adalah sebagai
berikut:

" Munawwir, ahmad warson, Kamus al Munawwir (Surabaya:
pustaka progressif, 1997),5.
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a. QS. An-Nisa [4]: 7-9
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“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta
peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang
wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-
bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyaknya
menurut bahagian yang telah ditetapkan.”( QS. An-Nisa

[4]: 7).
w230 nemed JT5 endl el 15l anall s 1305

(Arslod U)ﬁ-‘ V55 21,0555 4

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir
krabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka
dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada
mereka perkataan yang baik. ”( QS. An-Nisa [4]: 8)
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“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang
yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-
anak yang lemah, yang meraka khawatir terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertagwa kepada Allah dan hendaklah meraka
mengucapkan perkataan yang benar.” (QS. An-Nisa [4]:
9)
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b. QS. An-Nisa [4]: 11-12
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“Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian
pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bagiam seorang anak
laki-laki sama dengan bahagian dua orang anak
perempuan: dan jika anak itu semuanya perempuan lebih
dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta
yang telah ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang
saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua
orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari
harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu
mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak
mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja),
maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu
mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat
seperenam. (pembagian-pembagian tersebut diatas)
sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah
dibayar hutangnya. (tentang) orang tuamu dan anak-
anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka
yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah
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ketetapan dari Allah. Sesungguhnya  Allah Maha
Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”(QS. An-Nisa [4]: 11)
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“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta
yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak
mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak,
maka kamu mendapatkan seperempat dari harta yang
ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka
buat atau (dan) sudah dibayar hutangnya. Para isteri
memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika
kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak,
maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta
yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu
buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika
seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang
tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak,
tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja)
atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi
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masing-masing dari kedua jenis saudar itu seperenam
harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari
seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu,
sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah
dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat
(kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu
sebagai) syaari’at yang benar-benar dari Allah, dan Allah
Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.” (QS. An-Nisa
[4]: 12)

C. QS. An-Nisa [4]: 33
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“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang
dirtinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, kami jadikan
pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang
kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah
kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya  Allah
menyaksikan segala sesuatu.” (QS. An-Nisa [4]: 33)

d. QS. An-Nisa [4]: 176
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“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang
kalalah). Katakanlah: “Allah memberi fatwa kepadamu
tentang kalalah (yaitu); jika seorang meninggal dunia, dan
ja tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara
perempuan, maka bagi saudaranya yang perempuan itu
seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan
saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta
saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi
jika saudara perempuan itu dua orang, maka bagi
keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh
yang meninggal. Dan jika mereka (ahli waris itu tersendiri
dari) saudara-saudara laki dan perempuan, maka
bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian
duaorang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum
ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. Dan Allah Maha
Mengetahui segala sesuatu.” (QS. An-Nisa [4]: 176)

Adapun yang bersumber dari hadist antara lain:
s sl sall Jeal 13 JB 28 i e b 0 0 af e

“Diriwayatkan dari Abu Huraira r a, Nabi SAW
bersabda: Bila menangis (hidup) bayi yang dilahirkan, dia

menjadi ahli waris .2

Lad Ledaly Laail jall ) gaall JB 28 ) (e Legie dl) omy il 0
S3da) A5V sed &

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r a, Nabi SAW
bersabda: Berikanlah bagian-bagian tertentu kepada

132

8 Maktabah Syamilah, Sunan Abu Daud, Juz 8, Hadis No. 2531, h.
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orang yang berhak, maka yang tinggal (sisanya)
berikanlah untuk waris laki-laki yang paling dekat .’

3. Asas-asas Hukum kewarisan Islam
Asas-asas hukum kewarisan Islam atau yang lazim
disebut Faraid dalam literartur hukum Islam adalah salah
satu bagian dari keseluruhan Hukum Islam yang mengatur
peralihan harta dari orang yang telah meninggal kepada
orang yang masih hidup.™
Dalam kewarisan Islam ada beberapa asas yang
berkaitan dengan peralihan harta kepada ahli waris, cara
pemilikan harta oleh yang menerima kadar jumlah harta dan
waktu terjadinya peralihan harta. Asas-asas tersebut yaitu:
a. Asas ljbari
Asas ljbari ialah pengalihan harta dari seseorang
yang meninggal dunia kepada ahli warisnya berlaku
dengan sendirinya menurut ketetapan Allah. Tanpa
digantungkan kepada kehendak pewaris dan ahli
warisnya dan asas ini dapat dilihat dari berbagai segi
yaitu:

1) Dari segi pewaris, mengandung arti bahwa sebelum
meninggal ia tidak dapat menolak peralihan harta
tersebut. Apapun kemauan pewaris terhadap hartanya,
maka kemauannya dibatasi oleh ketentuan yang di
tetapkan oleh Allah. Oleh karena itu sebelum
meninggal la tidak perlu memikirkan atau
merencanakan sesuatu terhadaphartanya, kerena
dengan meninggalnya seseorang secara otomatis
hartanya beralih kepada ahli warisnya.

2) Dari segi peralihan harta, mengandung arti bahwa
harta orang yang meninggal itu beralih dengan
sendirinya, bukan dialihkan oleh siapa-sapa kecuali
oleh Allah. Oleh karena itulah kewarisan dalam Islam

® Maktabah Syamilah, Musnah Ahmad, Jus 1, Hadis no. 329, h. 333
% Firdaweri, figh mawaris, Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung (Bandar Lampung,2018), hl. 59.
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diartikan dengan peralihan harta, bukan pengalihan
harta karena pada peralihan berarti beralih dengan
sendirinya sedangkan pada kata pengalihan ialah
usaha seseorang.

3) Dari segi jumlah harta yang beralih, dari segi jumlah
dapat dilihat dari kata “mafrudan” secara etimologis
berarti telah ditentukan atau telah diperhitungkan,
kata-kata tersebut dalam terminologi Ilmu Fikih,
berarti sesuatu yang telah diwajibkan Allah
kepadanya, yaitu berarti bagian waris sudah
ditentukan.

4) Dari segi penerima peralihan harta itu, yaitu bahwa
penerima harta, dan mereka yang berhak atas harta
peninggalan itu sudah ditentukan secara pasti.

. Asas Bilateral

Asas bilateral dalam hukum kewarisan Islam
adalah bahwa harta warisan beralih kepada ahli warisnya
melalui dua arah. Hal ini berarti seseorang menerima hak
kewarisan dari kedua belah pihak kerabat, yaitu dari garis
keturunan perempuan maupun keturunan laki-laki.

. Asas Individual

Asas individual ini adalah setiap ahli waris
(secara individu) berhak atas bagian yang didapatkan
tanpa terikat kepada ahli waris lainya. Keseluruhan harta
warisan dinyatakan dalam nilai tertetu yang mungkin
dibagi-bagi, kemudian jumlah tersebut dbagikan setiap
ahli waris yang berhak menurut kadar bagian masing-
masing.

. Asas Keadilan Berimbang

Asas keadilan berimbang adalah keseimbangan
antara antara hak dengan kewajiban dan keseimbangan
antara yang diperoleh dengan kebutuhan dan kegunaan.
Dengan perkataan lain dapat dikemukakan bahwa faktor
jenis kelamin tidak menentukan dalam hak kewarisan.
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e. Asas semata Akibat Kematian
Hukum waris Islam memandang bahwa
terjadinya peralihan harta hanya semata-mata karena
adanya kematian. Dengan perkataan lain harta seseorang
tidak dapat beralih apabila belum ada kematian. Apabila
pewaris masih hidup maka peralihan harta tidak dapat
dilakukan dengan pewarisan.™
4.  Sistem pembagian Hukum Kewaris Islam
Adapun beberapa bagian masing-masing para ahli
waris dalam hal kewarisan menurut hukum islam adalah
sebagai berikut:
a. Hukum waris untuk anak.

1) Apabila pewaris hanya mempunyai anak laki-laki dan
seorang anak perempuan, maka harta peninggalannya
dibagi untuk keduanya. Anak laki-laki mendapatkan
2/3 bagian, sedangkan perempuan mendapatkan 1/3
bagian.

2) Apabila jumlah anak lebih dari satu, yang terdiri dari
anak laki-laki dan perempuan, maka bagian dari anak
laki-laki adalah dua kali bagian anak perempuan.

3) Apabila jumlah anak lebih dari satu, terdiri dari anak
laki-laki dan anak perempuan, dan selain itu terdapat
pula ahli waris yang lainnya yang sudah ditetapkan al-
Quran secara tetap, yakni duda atau janda, Ayah dan
Ibu, maka yang diberi terlebih dahulu adalah mereka,
bukan anak-anak dahulu yang diberi, karena al-Quran
telah menetapkan bagian mereka secara tetap.

4) Apabila pewaris hanya meninggalkan  anak
perempuan saja, dengan jumlah anak perempuan lebih
dari seorang, maka mereka mendapatkan 2/3 bagian,
yakni mereka bersekutu didalam 2/3 itu, yakni dibagi
sama rata sesuai dengan jumlah anak perempuan
tersebut.

1 Firdaweri, figh mawaris, Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung (Bandar Lampung,2018), 59-71.
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5) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak
perempuan saja, tanpa adanya anak laki-laki, maka ia
mendapatkan seperdua (1/2) bagian dari harta
peninggalan pewaris.

6) Apabila pewaris hanya meninggalkan anak laki-laki
saja, maka anak tersebut mewarisi seluruh sisa harta
peninggalan yang ada, tentunya setelah dibagikan
terlebih dahulu kepada ahli waris yang ada sesuai
dengan ketetapan al-Qur’an.

7) Adapun bagian untuk keturunan dari anak laki-laki
(cucu pewaris), maka jumlah mereka adalah sama
dengan anak, dengan syarat tidak ada pewaris yang
masih hidup (misal meninggal terlebih dahulu).

. Hukum Bagian Waris Untuk Orang Tua.

1) Ayah dan Ibu masing-masing mendapatkan 1/6 bagian
apabila pewaris mempunyai keturunan.

2) Apabila pewaris tidak mempunyai keturunan, maka
Ibunya mendapatkan bagian yang 1/3 bagian dari
harta yang diitnggalkan, sedangkan sisanya yakni 2/3
menjadi bagian dari ayah.

3) Jika selain dari orang tua, pewaris mempunyai
beberapa saudara,baik saudara kandung, seayah
maupun seibu, dengan jumlah saudara lebih dari satu
orang (dua orang atau lebih), dimana pewaris tidak
meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapat
seperenam (1/6) bagian. Adapun saudara-saudaranya
tersebut  tidaklah  mendapatkan  harta  waris
dikaraenakan adanya bapak, yang dalam aturan
hukum waris dinyatakan sebagai hajb (penghalang).

4) Jika selain kedua orang tua, pewaris hanya
mempunyai seorang saudara, baik saudara sekandung,
seibu, atau seayah, dimana pewaris tidak
meninggalkan keturunan, maka ibunya mendapatkan
sepertiga (1/3) bagian, sedangkan ayah mendapatkan
sisanya Yyaitu dua pertiga (2/3) bagian, dan dari
saudara pewaris tidak mendapatkan bagaian dari harta
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waris dikarenakan adanya Ayah yang menjadi
penghalang.
¢. Hukum Bagian Waris untuk Duda atau Janda

1) Apabila seorang meninggal dan tidak mempunyai
keturunan, maka duda mendapatkan bagian yang
seperdua (1/2) dari harta yang ditinggalkan janda.

2) Apabila seorang isteri meninggal dan ia mempunyai
keturunan maka, duda mendapatkan bagian sepermpat
dari harta yang ditinggalkan.

3) Apabila seorang suami meninggal dunia dan
tidakmempunyai keturunan, maka janda mendapatkan
seperempat (1/4) bagian.

4) Apabila seorang suami meninggal dunia dan
meninggalkan keturunan, maka janda mendapatkan
seperdelapan (1/8).

d. Hukum Bagian Waris untuk Saudara Seibu lain ayah.

1) Apabila seorang meninggal lalu mempunyai saudara
laki-laki seibu atau satu saudara perempuan seibu,
maka bagian yang diperolehnya adalah seperenam
(1/6) bagian.

2) Jika yang meninggal mempunyai saudara seibu
dengan jumlah dua orang atau lebih, baik laki-laki
maupun perempuan, maka mereka mendapatkan satu
pertiga (1/3) bagian secara bersekutu.

e. Hukum Bagian Waris untuk Saudara Sekandung atau

Seayah

1) Apabila pewaris mempunyai seorang saudara laki-laki
sekandung atau seayah dan mempunyai seorang
saudara perempuan sekandung atau seayah, maka
yang laki-laki mendapatkan 2/3 bagian, sedangkan 1/3
bagian lagi milik yang perempuan.

2) Apabila pewaris meninggalkan banyak saudara laki-
laki sekandung atau seayah, dan banyak saudara
perempuan  sekandung atau seayah, maka
ketentuannya adalah bagian waris untuk yang laki-laki
adalah dua kali bagian waris untuk yang perempuan.
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3) Apabila pewaris hanya mempunyai seorang saudara
perempuan sekandung atau seayah, maka ia
mendapatkan seperdua harta peninggalan.

4) Apabila pewaris mempunyai saudara perempuan
sekandung atau seayah itu terdiri dari dua orang atau
lebih, maka mereka mendapatkan bagian yang dua
pertiga bagian yang dibagi secara rata diantara
mereka.

5) Apabila pewaris hanya meninggalkan seorang saudara
laki-laki sekandung atau seayah, tanpa ada saudara
perempuan sekandung atau seayah, maka seluruh
harta peninggalannya menjadi bagian dari saudara
laki-laki sekandung atau seayah. Dan apabila saudara
laki-laki sekandung atas seayah itu banyak (dua orang
atau lebih ). Maka dibagian secara rata sesuai jumlah
kepala.*?

5.  Tujuan Hukum Kewarisan Islam

setiap yang diperintahkan Allah Swt, kepada hamba-
Nya paasti mengandung sesuatu kebaikan bagi hamba itu
sendiri. Begitu juga setiap perintah yang bersifat melarang
bagi hamba-Nya untuk mengerjakan sesuatu yang dilarang
karena mengandung sesuatu yang akan memudaratkan
hamba itu sendiri. Begitu juga tentang tujuan Allah
memberikan perintah kepada ahli waris dan para karib
kerabatnya yang terdekat, agar anak cucu dan turunannya
ditinggalkan dalam keadaan sejahtera dan kuat ekonominya,
seperti yang diamanahkan oleh Allah dalam surat an-Nisa’
ayat 9:
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12 Abdillah Mustari, Hukum Waris Perbandingan Hukum Islam dan
Undang- Undang Hukum Perdata Barat, ( Makasar: Alauddin Univercity
Press, 2014), 99-103.
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“hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang
seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak
yang lemah, vyang mereka khawatirkan terhadap
(kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka
bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan
perkataan yang benar” (QSs. An-Nisa’ [4]: 9)

Kemudian dalam hadits Nabi yang diriwayatkan
oleh Bukhari dan Muslim yang menjelaskan kepada umatnya
jika kelak kamu meninggal dunia supaya meninggalkan ahli
warisan dalam keadaan ekonomi yang Kkuat dan
berkecukupan supaya kelak tidak menjadi beban atau
tanggung bagi orang banyak, seperti hadits sebagai berikut:

(4ale G3iia) (o L) () 580 A Lo a0 (o (g el d )5 5 )

“sesungguhnya lebih baik bagimu meninggalkan
ahli warismu dalam keadaan berkecukupan dari pada
meninggalkan mereka menjadi beban atau menjadi
tanggungan orang banyak. "*®

Ayat maupun hadis di atas saling mendukung dan
menguatkan bahwa tujuan harta diwariskan kepada ahli
waris agar ahli waris atau anak cucu yang Kita tinggalkan
kelak ekonominya kuat, berkecukupan dan tidak menjadi
beban orang banyak seperti yang dikhawatirkan oleh Nabi
tersebut, kemudian dalam surah al-bagarah ayat 195, Allah
Swt. Memberikan perintah kepada manusia sebagai berikut:
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3 Al Bukhari, Shahihu al Bukhari, Jilid VII, (cairo: Daru wa
matba’u as Sa’adah,tt), 178.
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“Janganlah kamu menjatuhkan dirimu kedalam
kebinasaan dan berbuat baiklah, karena Allah menyukai
orang-orang yang berbuat baik.” (Qs. Al-Baqgarah [2]: 195)

Maksudnya jika kita meninggalkan ahli waris dalam
keadaan lemah ekonomi dan tidak berkecukupan, sedangkan
pewaris mempunyai harta tetapi tidak diberikan kepada ahli
warisnya berarti kita menjatuhkan diri kita kedalam
kebinasaan.
Dalam hadist Nabi yang lain menjealaskan: “Kadal
Fakru antarakuuna kufran™* bahwa kemiskinan itu dapat
mendekatkan oranh menjadi kufur/kafir. Hadist ini juga
memberikan warning/peringatan bagi kita bahwa kemiskinan
itu dapat berdampak kepada iman seseorang Yaitu
melemahnya iman dikarena oleh faktor kemiskinan, oleh
sebab itu tujuan harta itu diwariskan kepada anak dan cucu
kita agar iman mereka terjaga dari kekufuran, maka
memberikan kepada mereka harta waris, agar kuat
ekonominya dan imannya juga terpelihara.
Menurut al-jurjani, tujuan harta itu diwariskan ada
tiga macam yang telah ditentukan dalam hukum syara’ yang
berlandaskan pada al-Nas, yaitu Al-Qur’an dan al-sunnah.™
a. Ada manfaat yang sangat besar bagi manusia, maksudnya
dengan diberikannya harta warisan kepada ahli waris oleh
pewaris akan berdampak pada kekuatan ekonomi dan
jaminan hidup bagi mereka yang ditinggalkan, sehingga
anak cucu mereka akan hidup yang sejahtera karena
terjaminnya masa depan mereka dengan modal awal harta
warisan tersebut, dan iman mereka tidak akan goyah
karena himpitan ekonomi.

b. Menguatkan hubungan talikekerabatan diantara mereka,
artina dengan diberikan harta warisn kepada anak dan

4 Hadits riwayat Baihaqi, hadist.360
5 Al-Jurjani, Hikma al-Tasyri’ wa Falsafattuhu Jilid 2, Cetakan ke-
2 (Libanon: Dar Al-fik, 2003/1424), 263-264.



30

cucu mereka tali persaudaraan atau hubungan
kekerabatan akan bertambah erat, dan yang
¢. Menguatkan rasa kasih sayang diantara mereka.
B. Hukum waris adat di Indonesia
Hukum waris adat memuat peraturan-peraturan yang
mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang
harta benda dan barang-barang yang tidak terwujud benda
(immateriaele gordere) dari suatu angkatan manusia (generatie)
kepada keturunannya.®®
1. Sistem Kewarisan
a. Sistem kolektif
Apabila para waris mendapat harta peninggalan
yang diterima mereka secara kolektif (bersama) dari
pewaris yang tidak terbagi-bagi secara perseorangan, maka
kewarisan demikian itu tersebut kewarisan kolektif.
Menurut sistem kewarisan ini para ahli waris tidak boleh
memiliki harta peninggalan secara pribadi, melainkan
diperbolehkan untuk memakai, mengusahakan atau
mengolah dan menikmati hasilnya (minangkabau:
“ganggam bauntui”). Pada umumnya sistem keawrisan
kolektif ini terdapat harta peninggalan leluhur yang disebut
“harta pusaka”, berupa bidang tanah (pertanian) dan/atau
barang-barang pusaka. Seperti tanah pusaka tinggi, sawah
pusaka, rumah gadang, yang dikuasai oleh mamak kepala
waris dan digunakan oleh para kemenakan secara bersama-
sama. Di ambon seperti tanah dan yang diurus oleh kepala
dati, dan diminahasa terdapat tanah ‘“kalakeran” yang
dikuasai oleh tua Unteranak, haka umbara atau Mapontol,
yang masa sekarang sudah boleh ditransaksikan atas
persetujuan kerabat bersama.
b. Sistem Mayorat
Apabila harta pusaka yang tidak terbagi-bagi dan
hanya dikuasai anak tertua, yang berarti hak pakai, hak
mengolah dan memungut hasilnya dikuasai sepenuhnya

' Soepomo, Bab-bab Tentang Hukum Adat, (Jakarta: pradnya
paramitha, 1993) 67.
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oleh anak tertua dengan hak dan kewajiban mengurus dan
memelihara adik-adiknya yang pria dan wanita sampai
mereka berdiri sendiri, maka sistem kewarisan tersebut
disebut “kewarisan mayorat”. Di daerah Lampung beradat
pepadun seluruh harta peninggalan dimaksud oleh anak
tertua lelaki yang disebut “anak punyimbang” sebagai
“mayorat pria”. Hal ini sama juga berlaku di Irian Jaya,
didaerah Teluk Yos Sudarso Kabupaten Jayapura.
Sedangkan di daerah semendo Sumatra Selatan seluruh
harta peninggalan dikuasai oleh anak Wanita yang disebut
“tunggu tubang” (penunggu harta) yang didampingi
“payung jurai”, sebagai “mayorat wanita”.

. Sistem Individual

Apabila harta warisan dibagi-bagi dan dapat
dimiliki secara perorangan dengan ‘“hak milik”, yang
berarti setiap waris berhak memakai, mengulah dan
menikmati  hasilnya atau juga mentransaksikannya,
terutama setelah pewaris wafat, maka kewarisan demikian
itu disebut “kewarisan individual”. Sistem kewarisan ini
yang banyak berlaku di kalangan masyarakat yang
parental, dan berlaku pula dalam hukum waris barat
sebagaimana diatur dalam KUHPerdata (BW) dan dalam
Hukum Waris Islam.*’

Menurut hukum adat, maka untuk menentukan
siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis
pokok, yaitu:

1) Garis pokok keutamaan
Garis pokok keutamaan adalah garis hukum
yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara
golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan
pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan
tadi, maka orang-orang yang mempunyai hubungan
darah dibagi dalam golongan-golongan, sebagai berikut:

7 Hilman Hadikusuma, Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia

Edisi revisi, (Bandung, Mandar Maju, 2014), 203-204.
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a) Kelompok utama I : keturunan pewaris.

b) Kelompok utama Il : orang tua pewaris.

c) Kelompok utama Ill : saudara-saudara pewaris, dan
keturunan.

d) Kelompok utama IV : kakek dan nenek pewaris.

e) Dan seterusnya.

2) Garis pokok penggantian
Garis pokok pengganti adalah garis hukum

yang bertujuan untuk: menentukan siapa diantara orang-

orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil

sebagi ahli waris. Yang sungguh-sungguh menjadi ahli

waris adalah:

a) Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan
pewaris dengan pewaris.

b) Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan
pewaris.

Didalam pelaksanaan penentu para ahli waris
dengan mempergunakan garis pokok keutamaan dan
pengganti, maka harus diperhatikan dengan seksamap
rinsip garis keturunan yang dianut oleh suatu masyarakat
tertentu. Demikian pula harus diperhatikan kedudukan
pewaris, misalnya sebagai bujangan, janda, duda dan
seterusnya.™

2. Bentuk adat dan Kekeluargaan di Indonesia

Bangsa indonesia menganut berbagai agama dan adat
istiadat, yang mempunyai bentuk kekerabatan dengan sistem
keturunan yang berbeda-beda. Sistem tersebut sangat
berpengaruh terhadap sistem kewarisan dalam masyarakat.
Bagi orang-orang Indonesia asli diberbagai daerah terdapat
berbagai adat dengan sifat kekeluargaan yang dapat
dikategorikan kepada tiga golongan, yaitu:*°

' Soerjono Soekanto, Hukum Adat indonesia (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada,2012), 261-262.

¥ Moh.Muhibbin, dan Abdul Wahid, Hukum kewarisan Islam
Sebagai Pembaruan Hukum Posistif di Indonesia ( Jakarta : Sinar Grafika,
2009 ), 41.
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a. Sifat Kebapakan ( Patriarchaat )

Dalam kekeluargaan yang bersifat kebapakan,
seorang isteri karena perkawinannya di lepaskan dari
hubungan kekeluargaannya dengan orang tuanya, nenek
moyangnya, saudara sekandung, saudara sepupu, dan lain-
lainnya dari sanak keluarganya. Sejak perkawinan isteri
masuk dalam lingkungan keluarga suaminya. Begitu juga
anak-anak atau keturunan dari perkawinan itu, kecuali bagi
anak perempuannya yang sudah menikah, ia masuk
kedalam lingkungan keluarga suaminya.

Corak yang utama dari perkawinan dalam
kekeluargaan yang bersiat kebapakan, ialah perkawinan
dengan jujuran, dimana siisteri dibeli oleh keluarga
suaminya dari keluarga isteri dengan sejumlah uang
sebagai harga pembelian. Keluarga yang bersifat
kebapakan ini di Indonesia terdapat antara lain di Batak,
Ambon, Bali.

. Sifat Keibuan ( Matriarchaat )

Kekeluargaan yang bersifat keibuan di Indonesia
hanya terdapat di Minangkabau. Setelah perkawinan
sisuami bertempat tinggal dirumah isteri atau keluarganya.
Marga anak_anak keturunannya mengikuti marga ibunya.

. Sifat Kebapak Ibuan ( Parental )

Kekeluargaan yang berisfat kebapak-ibuan adalah
yang paling merata terdapat di indonesia, antara lain
terdapat di Jawa, Madura, Sumatra Selatan, Riau, Aceh,
Kalimantan, Sulawesi, Ternate dan Lombok.

Dalam kekeluargaan semacam ini pada hakikatnya
tiada perbedaaan antara suami dan isteri perihal
kedudukannya dalam keluarga masing-masing. Sebagai
akibat dari perkawinan sisuami menjadi anggota keluarga
si isteri, dan begitu juga sebaliknya si isteri menjadi
anggota keluarga suaminya. Dalam permulaan perkawinan,
kalau sisuami memberi sejumlah uang kepada isteri, maka
uang ini tidak berarti harga suatu pembelian, tetapi adalah
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untuk keperluan rumah tangga dari mereka, atau sebagai
hibah belaka.?
1. Ahli waris dalam hukum adat
Ahli waris dalam sistem hukum adat adalah sebagai
berikut:
a. Anak kandung

Anak kandung yang merupakan keturunan dari
pewaris merupakan golongan ahli waris yang terpenting.
Hal ini dikarenakan pada hakekatnya anak merupakan
satu-satunya golongan ahli waris yang utama, sebabsebab
lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris jika
pewaris memiliki keturunan.

Soejono Wignjodipoero, mengemukakan bahwa
dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan
merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh
karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya
golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga,
tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan
meninggalkan anak-anak.?*

Meskipun anak kandung merupakan ahli waris
yang utama, namun di beberapa daerah terdapat perbedaan
hukum waris yang berlaku mengenai anak sebagai ahli
waris dari orang tuanya.

Hal ini ditegaskan oleh Hilman Hadikusuma,
bahwa dibeberapa daerah terdapat hukum waris adat yang
berlaku mengenai kedudukan anak sebagai pewaris dari
orang tuanya. Disamping itu terdapat pula perbedaan
antara anak laki-laki dan perempuan dalam pewarisan atau
juga anak sulung, anak tengah, anak bungsu, dan anak
pengkalan. Tetapi betapa pun perbedaannya namun pada

% Firdaweri, Figh Mawaris, Fakultas Syariah UIN Raden Intan
Lampung (Bandar Lampung,2018), 247-249.

! Soejono Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,
(Jakarta: Gunung Agung, 1999), 228.
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umumnya di Indonesia ini menganut asas kekeluargaan
dan kerukunan dalam pewarisan.?

Perbedaan kedudukan anak sebagai ahli waris di
beberapa daerah disebabkan garis kekeluargaan dari
masyarakat yang bersangkutan, yaitu sifat keibuan
(matrilineal), sifat kebapakan (patrilineal) dan sifat
keibubapakan (parental).

. Anak tiri

Anak tiri jika anak kanadung masih ada tidak akan
menjadi waris dari orang tua tirinya. Namun didalam
kehidupan rumah tangga sehari-hari ia dapat ikut
menikmati kesejahteraan rumah tangga bersama bapak tiri
atau ibu tiri atau ibu tiri bersama dengan saudara-saudara
tirinya. Adanya kemungkinan anak kandung sebagai waris
dapat disisihkan anak tiri, misal seperti berlaku di
Lampung beradat pepadun, dikarenakan perkawinan ayah
dengan si ibu kandung tidak diakui sejajar menurut adat.
Seperti perkawinan manggih koyo dijawa, sedangkan
perkawinannya dengan isteri yang telah mempunyai anak
lebih tinggi derajat adatnya. Kecuali jika si anak tiri adalah
anak kowar yang dibawa isteri dalam perkawinan.?

. Anak angkat

Dalam masyarakat adat Indonesia terdapat
kebiasaan dari keluarga yang telah lama kawin dan tidak
dianugerahi anak, mengangkat anak saudara dengan
harapan nantinya akan dianugerahi anak.

Bagi suami isteri yang beragama Islam yang telah
menggunakan anak orang lain sebagai keluarganya sendiri,
tetapi tidak memutuskan pertalian darah anak angkat
terhadap orang tua kandungnya. Di berbagai daerah di
Indonesia dalam lingkungan hukum adat kedudukan dari
anak angkat berbeda antara daerah yang satu dengan

2 Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni,
2015), 67.
% Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat (Bandung : Citra Aditya

Bakti, 2015), 78.
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daerah yang lain. Di suatu daerah ada yang mendudukan
anak angkat tersebut pada posisi yang kuat, artinya anak
angkat itu mewarisi dari orang tua angkatnya.

Dikarenakan tidak mempunyai keturunan anak dan
tidak ada anak lelaki sebagai penerus keturunan
dilingkungan masyarakat partilineal atau tidak ada anak
perempuan penerus keturunan dilingkungan masyarakat
matrilineal, maka diangkatlah kemenakan bertali darah. Di
karenakan adat perkawinan setempat seperti berlaku
didaerah Lampung antara wanita Lampung dengan orang
luar daerah di dalam perkawinan memasukan menantu
(ngurukken mengiyan), maka di angkatlah simenantu
menjadi anak angkat dari salah satu kepala keluarga
anggota kerabat, sehingga si suami menjadi anak adat
dalam hubungan bertali darah %*

Mengenai kedudukan anak angkat dalam hukum
waris dapat dilihat dari latar belakang atau sebab terjadinya
anak angkat tersebut. Pada umumnya pengangkatan anak
dilakukan karena alasan-alasan sebagai berikut :

1) Tidak mempunyai keturunan
2) Tidak ada penerus keturunan
3) Menurut adat perkawinan setempat
4) Hubungan baik dan tali persaudaraan
5) Rasa kekeluargaan dan perikemanusiaan
6) Kebutuhan tenaga kerja®

d. Anak tidak sah atau anak luar kawin

Menurut Hilman Hadikusuma, anak dinyatakan
sebagai anak tidak sah, apabila memenuhi ketentuan
sebagai berikut :

1) Anak dari kandungan ibu sebelum terjadi pernikahan.
2) Anak dari kandungan ibu setelah bercerai lama dari
suaminya.

2 |pid, 78.
2 pid, 79.



3) Anak dari kandungan ibu tanpa melakukan perkawinan

sah.

4) Anak dari kandungan ibu karena berbuat zina dengan
orang lain.

5) Anak dari kandungan ibu yang tidak diketahui siapa
ayahnya.”®

Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan, menyatakan bahwa “anak tidak
sah atau luar kawin hanya mempunyai hubungan perdata
dengan ibunya dan keluarga lainnya”.

e. Janda atau Duda

Janda atau duda dalam kewarisan adat sangat
ditentukan oleh bentuk perkawinan yang mereka pakai.
Untuk lebih jelasnya akan diuraikan lebih lanjut tentang
kedudukan janda/duda berdasarkan bentuk perkawinannya,
yaitu :
1) Janda atau Duda Dalam Sistem Patrilineal

Dalam sistem patrilineal bentuk perkawinan
yang lazim dipakai adalah bentuk perkawinan jujur,
maka kekuasaan terhadap harta kekayaan berada
dipihak suami.

Berkaitan dengan ini Hilman Hadisukuma
menyatakan bahwa Janda di daerah Batak, Lampung
dan Bali dalam bentuk perkawinan memakai jujur
setelah wafat suaminya tetap berkedudukan di tempat
kerabat suami, ia tetap berhak menikmati harta
kekayaan yang ditinggalkan suami walaupun ia bukan
waris dari suaminya.?’

2) Janda atau Duda Dalam Sistem Matrilineal

Dalam sistem matrilineal, duda tidak
mempunyai hak waris dari kekayaan isterinya yang
meninggal dunia, karena ia bukan merupakan orang
yang berasal dari kelompok dari pihak isteri, melainkan
orang lain dibawa masuk ke dalam keluarga isteri.

% 1pid, 68.
2" |pid, 84.
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Dalam hal ini  Soerojo  Wignjodipoero
menyatakan tentang kedudukan janda/dua ini sebagai
berikut di daerah Minangkabau misalnya yang
masyarakatnya menganut  susunan  kekeluargaan
matriarchaat apabila yang wafat itu seorang suami maka
ank-anaknya tidak merupakan ahli waris dari harta
pencarianya, sebab anak-anak itu merupakan warga
anggota famili ibunya, sedangkan bapak tidak;
bapaknya tetap merupakan warga familinya sendiri.
Oleh karena itu, maka harta pencariannya tidak oleh
saudara-saudara suami pada hakekatnya tidak diwaris
oleh anak-anaknya, tetapi diwarisi oleh saudara-saudara
sekandungnya.?®

Dalam masyarakat yang menggunakan sistem
matrilineal, duda tidak memiliki hak atas harta
peninggalan isterinya kecuali harta pencarian bersama,
maka harta pencaharian tersebut dibagi antara suami
dan isteri. Jika isterinya meninggal, maka harta
pencaharian dibagi menjadi dua yaitu sebagaian untuk
isterinya yang diwariskan kepada anak-anaknya dan
sebagian lagi adalah untuk suaminya.

3) Janda atau Duda Dalam Sistem Parental

Dalam hukum adat Jawa, janda dan duda
bukanlah ahli waris dari suami atau isteri yang
meninggal. Namun masing-masing mereka berhak
mendapatkan bagian dari harta peninggalan suami atau
isteri bersama-sama dengan ahli waris lainnya, apabila
perkawinan mereka terdapat keturunan maka janda
perkawinan berhak menguasai dan menikmati,
mengatur dan membagi harta warisan kepada pewaris.

4) Para Ahli Waris Lainnya

Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal
warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting
oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-

8 Soerojo Wignjodipoero, Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat,
(Jakarta: Gunung agung, 1995), 228.
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satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota
keluarga, tidak menjadi ahli waris, apabila si peninggal
warisan meninggalkan anak-anak, jadi dengan adanya
anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota
keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli
waris menjadi tertutup.?

Ahli waris lainnya baru memperoleh haknya
apabila orang yang meninggal dunia tidak memiliki ahli
waris utama. Tentang masalah ini dilihat pula garis
keturunan yang berlaku dalam masyarakat tersebut.

Hal ini dikemukakan oleh Hilman Hadikusuma
yang mengemukakan bahwa di lingkungan masyarakat
bergaris kebapakan sudah jelas bahwa jalur waris
adalah anak-anak laki-laki ke bawah, jika tidak ada
anak laki-laki maka anak perempuan yang ada yang
dapat dijadikan laki-laki atau dengan mengambil laik-
laki lain untuk kemudian mendapatkan keturunan laki-
laki, jika tidak ada saudara-saudara pewaris yang
terdapat atau yang jauh sesuai dengan pemufakatan
kekerabatan. Segala sesuatu yang menyangkut
pewarisan ini diatur dan diawasi oleh anak laki-laki
sebagaimana di daerah lampung oleh anak lelaki tertua
dari keturunan tertua yang disebut penyimbung di
lingkungan masyarakat yang bergaris keibuan dasarnya
yang menjadi ahli waris adalah kaum wanita anak-anak
wanita dan keturunan wanitanya.Dan jika tidak ada
anak perempuan, maka anak-anak laki-laki dapat juga
dijadikan wanita atau mengangkat anak wanita dari
sudarasudara  terdekat. Segala  persolan  yang
menyangkut pewaris di atur dan diawasi oleh paman,
saudara lelaki dari ibunya yang di Minangkabau disebut
mamak kapala waris atau didaerah Semendo disebut
payungjurai Di lingkungan sebagaimana yang bergaris
kebapak-ibuan, di mana sistem pewarisan bukan
kolektip melainkan individual sebagaimana berlaku di

2 |pid, 182.
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lingkungan masyarakat Jawa dan beberapa daerah
lainnya yang menjadi ahli waris adalah tidak saja kaum
pria, tetapi juga kaum wanita yang ada hubungan
pertalian darah dan kekeluargaan dengan pewaris.*
2. Objek Hukum Waris
Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris
itu adalah harta keluarga itu. Harta keluarga itu dapat berupa:
a. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau
pemberian krabat yang dibawa kedalam keluarga.

b. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan
sesudah perkawinan.

c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada
waktu perkawinan.

d. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa
perkawinan.

Di muka telah dinyatakan bahwa mengenai hutang si
pewaris, pada dasarnya merupakan tanggung jawab dari (para)
ahli waris (Batak, Dayak, Bali dan Lampung), yang harus
melunasinya,akan tetapi menurut ter Haar harus dibedakan
menjadi dua kategori, yaitu:

a. Ahli waris adalah bertanggung jawab atas hutang-
hutangnya peninggal waris.

b. Harta peninggalan dan belum dibagi-bagi yang
dipergunakan untuk membayar hutang si peninggal
warisan.*!

% Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, (Bandung: Alumni,
2015), 92-93

%1 Soerjono  Soekanto, Hukum Adat indonesia (Jakarta : PT
RajaGrafindo Persada), 277-279
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Wawancara

Toni Wiropan, Penerima Waris/Anak Tertua Laki-Laki, Wawancara,
di Desa Sukamarga Pada Tanggal 19 Juni 2021.

Yonesra, Penerima Waris/Anak Tertua Laki-Laki, Wawancara, di
Desa Sukamarga Pada Tanggal 19 Juni 2021.

Heldia, Penerima Waris/Anak Tertua Laki-Laki, Wawancara, di Desa
Sukamarga Pada Tanggal 19 Juni 2021.

Hengki pirnando, Penerima Waris/Anak Tertua Laki-Laki,
Wawancara, di Desa Sukamarga Pada Tanggal 19 Juni 2021.

Iwan Manora, Penerima Waris/Anak Tertua Laki-Laki, Wawancara,
di Desa Sukamarga Pada Tanggal 19 Juni 2021.

Joneka, Penerima Waris/Anak Tertua Laki-Laki, Wawancara, di Desa
Sukamarga Pada Tanggal 19 Juni 2021.

Muzammil, Tokoh agama, Wawancara, di Desa Sukamarga Pada
Tanggal 19 Juni 2021.

Mhakki, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Sukamarga Pada Tanggal
19 Juni 2021.

Edison, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Sukamarga Pada Tanggal
19 Juni 2021.

Sangkut, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Sukamarga Pada Tanggal
19 Juni 2021.

Yamin, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Sukamarga Pada Tanggal
19 Juni 2021.

Suryadi, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Sukamarga Pada Tanggal
19 Juni 2021.

Ilham, Tokoh Adat, Wawancara, di Desa Sukamarga Pada Tanggal 19

Juni 2021
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Kepada Yth,
Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
di-
Tempat

- SURAT PENGANTAR

Nomor : 070/ 6\ [Ban. KBP/2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Poltik Provinsi Sumatera Selatan memperhatikan :

1. a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman
Penerbitan Rekomendasi Penelitian pada Pasal 10 ayat 3, bahwa Bupati/Walikota melalui OPD
yang membidangi Badan Kesatuan Bangsa dan Politlk menerbitkan rekomendasi i penelifian.

Lampung.

Nomor : B.846/Un.16/DS/PP.009/4/2021
Tanggal : 23 Aprit 2021
Perihal : Mohon lzin Riset

. Surat Dekan Fakultas Syarah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar

2. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diminta kepada Saudara untuk memberikan rekomendasi
penelitian kepada :

No. Nama/ NiM instansi Judul Penelitian
1. | PERWENDA/ Universitas Islam Negeri Raden| Tinjauan Hukum Islam Terhadap
1721010029 Intan Lampung, Bandar Kewarisan Adat Ranau.
Lampung.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasarha yang baik diucapkan terimakasih.

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
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Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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Nama : Perwenda
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Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah U'N Raden Intan Lampung

Perlu kami sampaikan bahwa penelitian ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah
sebagai aaca dalam penulisan skripsi yang bersangkutan.

Demikian, atas perhatian dan keriasamanya diucapkan terima kasih,
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Assalamu’alaikum Wr. Wh.
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kiranya berkenan memberikan izin Penelitian kepada mahasiswa kami:

Nama : Perwenda
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Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.
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PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan
JI. Serasan Seandanan No. 20 Muaradua 32212

Telp. : (0735) 3282064 Email : dpmptspkabokus@yahoo.com Pengaduan : (0735) 3282065

SURAT KETERANGAN PENELITIAN N2 91109
NOMOR : 503/ |2 ISKP/DPMPTSP.OKUS/V1/2021

Pertlmbahgan .

. Undang-Undang Nomor 18 tahun 2001 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan,
dan Penerapan limu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 4219);

2. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Satu Pintu
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 221);

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan
Penelitian Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 122),

4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);

5. Permohonan yang bersangkutan tanggal22 duni 202#;

6. Rekomendasi Tim Teknis Perizinan Nomor : 5031175!SKPIREKTTIDPMPTSP OKUS/VI/2021
Tanggal 24 Juni 2021,

Berdasarkan peﬂimbangan di atas maka, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu:Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan memberikan!:

"SURAT KETERANGAN PENELITIAN”

a. Nama \ . Perwenda I 4721010029 ;

b. Tempat, TanggalLah:r . Baturaja, 07 Februari 1999

C. 'Alamat | . Kota Besi Kec. Batu Brak Kab. Lampung Barat

d. Jabatan | | ;. Mahasiswa

e. Lokasi Penelitian : ~Desa Sukamarga Kec: Buay Pematang Ribu Ranau Tengah
‘ Kabupaten OKU Selatan /

f.  Anggota Tim Penelitian fokio

g. Bidang Penelitian . : Keagamaan

h. ' Status Penelitian ~._: Pribadi,

i Judul Penelitian - Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Adat Ranau

Dengan ketentuan :

KESATU . Peneliti wajib memberikan1aporan hasil penelitian kepada OPD yang
menerbitkan rekomendasi penelitian, selambat-lambatnya 6 bulan setelah
penelitian dilaksanakan.

KEDUA . Surat Keterangan Penelitian 'ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan
dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini akan
diubah sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di Muaradua
pada tanggal 2 Juni 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN 7f PADU SATU PINTU

KABUPATEN l’i AN KOMERING ULU SELATAN,
s

HARIS MUNA
Pembina TingKat |
NIP. 196640311996121001



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
KECAMATAN BUAY PEMATANG RIBU RANAU TENGAH

DESA SUKAMARGA

JE KH. 16rahim Desa Sukamarga Kec. BPR Ranau Tengak Kab OKU Selatan Kode Pos.32268

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 140/26/BPRRT/XVII/ VI /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Desa Sukamarga Kecamatan Buay Pematang Ribu

Ranau Tengah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan :

Nama : IRWANDI
Jabatan : KEPALA DESA SUKAMARGA
Alamat : Desa Sukamarga

Kec,BPR Ranau tengah Kab.OKU Selatan

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : PERWENDA
NPM : 1721010029
Alamat : Dusun 1 (Satu ) Desa Sukamarga

Kec.BPR Ranau Tengah Kab.OKU Selatan.
Penanggung jawab : Dekan Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah.
Tujuan

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kewarisan Adat Ranau

Nama téersebut diatas benar-benar telah melaksanakan penelitian di Desa Sukamarga Kecamatan

BPR Ranau Tengah Kabupaten OKU Selatan guna menyelesaikan tugas akhir/Skripsi.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana

mestinya.

SUKAMARGA : 02 Juni 2021




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : MU%AMMIL
Pekerjaan : "UQ\’O\C?M
Umur : . 49 Th.
Peran di Masyarakat . -TDU-e\A; a%"w

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : perwenda

NPM/ Prodi 1721010029 / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Semester . VIII {delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan
judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ADAT RANAU (Studi Kasus

di Desa Sukamarga Kecamatan Bpr Ranau tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra

Selatan).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukamarga, (4 J\Jr\'- 2021




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : M ﬂﬂ’ K}CE
Pekerjaan : man;

Umur : bo \.\'\
Peran di Masyarakat : "r bEoh Adat.
Dengan im menerangkan bahwa :
Peneliti : perwenda
NPM/ Prodi : 1721010029 / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah
Semester : VHI (delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan
Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ADAT RANAU (Studi Kasus

di Desa Sukamarga Kecamatan Bpr Ranau tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra

Selatan).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukamarga, 19 Dlun: 2021

Narasumber




SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama ekl PRIVANDO

Pekerjaan D WI\RASWACTA

Umur : 18

Peran di Masyarakat : A"‘t ot bb; » L,J {v o // ?e,.a«'ma Wop'S
Dengan ini menerangkan bahwa

Peneliti : perwenda

NPM/ Prodi : 1721010029 / Hukum Keluarga

Fakultas : Syariah

Semester : VIII (delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan
judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ADAT RANAU (Studi Kasus
di Desa Sukamarga Kecamatan Bpr Ranau tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra

Selatan).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya, atas perhatiannya dincapkan terima kasih.

Sukamarga, (9 fon' 2021

Narasumber

(Peeer o



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama © Jonlka
Pekerjaan T Pme

Umur © 40 Taduy
Peran di Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : perwenda

NPM/ Prodi - 1721010029 / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Semester : VII (delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan
judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ADAT RANAU (Studi Kasus
di Desa Sukamarga Kecamatan Bpr Ranau tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra

Selatan).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya, atas perhatiannya dincapkan terima kasih.

Sukamarga, ¢ o 2021

Narasumber




SURAT KFTERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama CTowvil wyiRo Pa
Pekerjaan | BARA SISk
Umur 1 0
Peran di Masyarakat . Amg (abi Lok {-er&sq / Pemtf‘rua Barts

Dengan ini menerangkan bahwa ;:

Peneliti : perwenda

NPM/ Prodi : 1721010029 / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Semester ‘ : VIII {delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan
Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ADAT RANAU (Studi Kasus

di Desa Sukamarga Kecamatan Bpr Ranau tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra

Selatan).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukamarga,(y gvnr2021

Narasumber
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SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : H@_QQDQ AN (VY t\d alrs
Pekerjaan : Tan:

Umur : 9\?— t,‘f-\f-\,.o\

Peran di Masyarakat :

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti : perwenda

NPM/ Prodi . 1721010029 / Hukum Keluarga
Fakultas . Syariah

Semester : VI (delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan
judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ADAT RANAU (Studi Kasus
di Desa Sukamarga Kecamatan Bpr Ranau tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra

Selatan).

Demikian surat ini dibvat dengan sebenar-benamya agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukamarga, /9 Qi 2021

Narasumber

(bl



SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama JpN-TANOEA -
Pekerjaan : PETANDY
Umur 1233Th

Peran di Masyarakat

Dengan ini menerangkan bahwa :

Peneliti . perwenda

NPM/ Prodi : 1721010029 / Hukum Keluarga
Fakultas : Syariah

Semester : VIII (delapan)

Bahwa benar telah melakukan wawancara guna keperluan penyusunan skripsi dengan
Judul TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP KEWARISAN ADAT RANAU (Studi Kasus

di Desa Sukamarga Kecamatan Bpr Ranau tengah Kabupaten Oku Selatan Provinsi Sumatra

Selatan).

Demikian surat ini dibuat dengan sebenar-benamya agar dapat digunakan sebagaimana

mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Sukamarga, (1 fwﬂ 2021

Narasumber
















